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1. Visi Misi dan 

tujuan PT 

Visi: 

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional, 

profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 

2030. 

Misi: 

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang 

berkualitas internasional berazaskan  budaya  dan  kesehatan pariwisata   

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan  

3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan lokal 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan di 

luar negeri  

Tujuan: 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasional yang berkualitas dan 

bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi di 

bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 

2. Definisi Istilah 

 

1. Tata pamong merupakan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional 

Direktorat/ Jurusan/ Program Studi mencakup: planning, organizing, 

staffing, leading, controlling. 

2. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, 

sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam 

universitas/ institusi yang mengelola program studi.  Hal-hal yang menjadi 

fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi 

disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin 

dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi 

secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan 

prinsip-prinsip keadilan. 

3. Kredibel atau bisa dipercaya yaitu semua proses pengeloaan mengikuti 

aturan yang ada dan diumumkan secara terbuka 

4. Akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan yaitu proses pengelolaan 

poltekkes disasri oleh bukti bukti otentik yang dapat dijadikan dasar 

mempertanggungjawakan kegiatan. 

5. Transparan adalah  setiap pengelolaan tugas selalu dilaporkan kepada 

atasan, dan kepada staf juga disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi tugas dan tanggung 

jawabnya. 

6. Bertanggung jawab adalah semua pekerjaan yang dilakukan sesuai 

dengan kemampuan dan wewenang yang diberikan oleh atasan masing-

masing. 

7. Adil adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua staf yang 

mampu memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Pemberian tugas diberikan 

kepada staf yang dinilai memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan 

tugas sebagaimana dituntut dalam Statuta 



3. Rasional 

Standar 

Salah satu kompenen akreditasi perguruan tinggi adalah memiliki tata kelola 

yang baik yang akan berdampak besar terhadap keberhasilan proses 

pendidikan, maka perlu disusun standar tata kelola untuk mengelola, 

mengkoordinasikan, memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan dalam 

perguruan tinggi. Agar pimpinan memiliki dasar dalam menjalankan roda 

kegiatan perguruan tinggi diperlukan adanya standar tata pamong. Dengan 

pertimbangan hal-hal tersebut, maka Politeknik Kesehatan Denpasar melalui 

Unit PPM menetapkan standar tata pamong yang akan menjadi pedoman 

Pimpinan Poltekkes, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan unit yang dikelolanya. 

4. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Sistem tata pamong yang baik (good university governance) mencerminkan 

kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan  fairness  

penyelenggaraan program studi. 

2. Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang 

disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua 

unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. 

3. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan 

dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, 

sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan 

(administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) harus diformulasi, 

disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dan dipantau dengan 

peraturan dan prosedur yang jelas. 

4. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua 

unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya 

organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang 

tepat dan cepat. 

5. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan 

mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi 

ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan 

mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk 

mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, 

peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. 

6. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi efektif 

(planning, organizing, staffing, leading, controlling, serta operasi internal 

dan eksternal). 

7. Sistem penjaminan mutu dengan mekanisme kerja yang efektif, serta 

diterapkan dengan jelas pada tingkat program studi. Mekanisme 

penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan 

peninjauan secara periodik setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen 

yang sahih dan andal. 

8. Penjaminan mutu eksternal dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas 

program studi (input, proses, output, dan outcome) terhadap para 

pemangku kepentingan (stakeholders), melalui audit dan asesmen 

eksternal, misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah 

dan publik, dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan dan laporan hasil 

audit dan asesmen eksternal 



5. Indikator 

Kinerja 

1. Adanya struktur organisasi yang mengacu kepada standar pendidikan 

tinggi 

2. Tersusunnya tugas dan fungsi setiap elemen yang ada dalam struktur 

organisasi. 

3. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap elemen yang ada 

dalam struktur organisasi 

4. Adannya buku panduan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap 

elemen yang ada dalam struktur organisasi. 

5. Tersusunannya rencana kegiatan yang mencerminkan aktivitas setiap 

elemen yang ada dalam struktur organisasi meliputi, Renstra, renop, RKT, 

RKA K/L. 

6. Adanya laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap elemen yang ada 

dalam struktur organisasi, Laporan Tahunan, Semester, Tri wulan dan 

bulanan.  

 

6. Dokumen 

Terkait 

1. Petunjuk Teknis Organisasi dengan Tata Laksana Politekknik Kementerian 

Kesehatan  

2. Panduan Akdemik Politeknik Kesehatan Denpasar Tahun 2014 

3. Pedoman Etika Dosen, tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Poltekkes 

Denpasar.  

4. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) Institusi Pendidikan 

Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI. BPPSDM Kesehatan, Pusdiknakes, 

tahun 2012. 

5. Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, Direktorat Jenderal Anggaran 

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

6. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di 

Perguruan Tinggi, DP2M Dikti Tahun 2013 

7. Katalog Pendidikan Poltekkes Denpasar 

7. Strategi 

Pencapaian 

Standar 

1. Pimpinan Poltekkes mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan di tingkat Poltekkes Denpasar. 

2. Pimpinan Poltekkes menyelenggarakan  pelatihan  

3. Pimpinan Poltekkes memfasilitasi dosen mengikuti berskala nasional.  

4. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi 

dengan dosen dan tenaga kependidikan untuk perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi kegiatan di tingkat jurusan dan program studi. 

8. Standar 

turunan 

1. Uraian Tugas tenaga struktural 

2. Uraian tugas tenaga dosen 

3. Uraian tugas tenaga kependidikan 

4. SOP setiap unit pengelola 

5. Buku Pedoman pada setiap unit pengelola. 
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